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FORUM JASA KONSTRUKSI 

SE-PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022 

KAMIS, 14 JULI 2022 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Dasar Penyelenggara 

1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah : Pembagian Kewenangan 

Urusan Pemerintahan pemerintah pusat. Provinsi dan Kab/ Kota (Jasa konstruksi masuk 

dalam urusan Pemerintahan bidang PU dan PR); 

2. UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi : Yang diubah dengan UU No. 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat 

Jasa Konstruksi : Pengaturan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk dan bidang usaha, 

registrasi, sertifikasi keterampilan, dan keahlian kerja, perizinan usaha jasa konstruksi, 

serta pengaturan peran masyarakat jasa konstruksi yang diwujudkan dalam bentuk Forum 

dan Lembaga. 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 : tentang Penyelenggaraan Jasa 

Konstruksi. 

5. PP Nomor 30 Tahun 2000 tanggal 30 Mei 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan 

Jasa Konstruksi : Meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan tertib usaha jasa 

konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, dan tertib pemanfaatan hasil 

pekerjaan konstruksi sehingga diperlukan pembinaan, baik terhadap penyedia jasa, 

pengguna jasa, maupun masyarakat guna menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan 

tugas dan fungsi serta hak dan kewajiban. 

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 

23/PRT/M/2009 Tahun 2009 : tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Forum Jasa 

Konstruksi. 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun Peraturan Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyeleggaraan 

Pemerintah Daerah : Indikator Kinerja Kewenangan Pemerintah Daerah (Pelaksana PP 

23/2019) 

8. Instruksi Meneteri PUPR No. 02/IN/M/2020 Tentang Protokol Pencegahan 

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam penyelenggaran Jasa 

Konstruksi : Mendukung keberlangsungan penyelenggaraan jasa konstruksi agar tetap 

dapat berjalan dengan aman, efektif, dan efisien dengan tetap mengutamakan upaya 

pencegahan penularan COVID-1 

B. Latar Belakang 

Forum Jasa Konstruksi merupakan sarana komunikasi, konsultasi dan informasi antara 

masyarakat jasa konstruksi dan pemerintah baik itu di tingkat nasional maupun daerah dalam 

bentuk pertemuan tetap yang sifatnya independen dan mandiri untuk membahas secara 

transparan mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan masalah jasa konstruksi. 



Peran Masyarakat Jasa Konstruksi yang diatur dalam Undang-undang Jasa Konstruksi 

merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat jasa konstruksi antara lain untuk dapat ikut 

berperan dalam forum ini dengan memanfaatkan haknya untuk menyampaikan aspirasi yang 

berkembang dan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan jasa konstruksi, termasuk ide-ide 

dalam memecahkan masalah yang kerap terjadi di lapangan. 

Berbagai isu pokok yang muncul belakangan ini mencerminkan adanya dinamika 

pembangunan, khususnya dalam menata kebijakan menuju tertib penyelenggaraan jasa 

konstruksi. Isu pokok tersebut antara lain menyangkut masalah belum tertatanya dengan baik 

sistem klasifikasi, kualifikasi, registrasi dan sertifikasi serta akreditasi sebagaimana 

diamanatkan dalam UUJK dan Peraturan Perundangan terkait lainnya. 

Melalui Seminar dan Forum Jasa Konstruksi Perdana Provinsi Kalimantan Utara ini 

sebagai wujud nyata partisipasi masyarakat jasa konstruksi, diharapkan dapat memperoleh 

aspirasi dan ide-ide/gagasan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan jasa konstruksi, serta 

sebagai fungsi kontrol masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan. 

Sementara Peraturan mengenai jasa konstruksi sedang disosialisasikan, diharapkan 

pelaksanaan pembangunan tidak boleh terhambat dan tanggungjawab masing-masing 

pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi harus konsisten dan miliki 

komitmen yang tinggi. Untuk mewujudkan maksud tersebut Tim Pembina Jasa Konstruksi 

selaku Pembina wajib menindak lanjuti aspirasi masyarakat jasa konstruksi terhadap keinginan 

masyarakat dalam pengembangan jasa konstruksi di Kalimantan Utara. 

C. Maksud dan Tujuan 

Forum Jasa Konstruksi bertujuan untuk menyampaikan isu strategis pengembangan jasa 

konstruksi, menyampaikan aspirasi unsur-unsur masyarakat jasa konstruksi dan menyerahkan 

rangkuman rumusan aspirasi kepada pemerintah. 

D. Sasaran Kegiatan 

Sasaran kegiatan Forum Jasa Konstruksi ini adalah sebagai sarana komunikasi, 

konsultasi, dan informasi antara masyarakat jasa konstruksi dan pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan isu strategis 

pengembangan jasa konstruksi, menyampaikan aspirasi unsur-unsur masyarakat jasa konstruksi 

dan menyerahkan rangkuman rumusan aspirasi kepada pemerintah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

HASIL PELAKSANAAN 

 

Laporan Panitia 

Kegiatan ini dibuka di Hotel Tarakan Plaza pada hari Kamis pukul 09.00 oleh Sekretaris 

Provinsi Kalimantan Utara, Drs. H. Suriansyah yang mewakili Gubernur Kalimantan Utara, 

Drs. H. Zainal A. Paliwang. Pada kesempatan tersebut, beliau membacakan sambutan Gubernur 

Kalimantan Utara untuk menyampaikan apresiasi atas terlaksananya kegiatan Forum Jasa 

Konstruksi di Provinsi Kalimantan Utara. Dimana forum ini mengangkat tema “ Peningkatan 

Kompetensi Pelaku Jasa Konstruksi dalam Pembangunan Infrastruktur di Kaltara” sehingga 

forum ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai wadah bersilaturahmi, berkumpul dan 

saling bekerjasama untuk pembangunan Provinsi Kaltara. 

Dalam sambutannya, beliau juga menyampaikan bahwa Pemerintah saat ini berharap ada 

peningkatan kapasitas pelaku jasa konstruksi dan kompetensi tenaga kerja di sektor konstruksi 

sehingga dapat mendukung pembangunan infrastruktur di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. 

Hal ini sejalan dengan pertumbuhan industri konstruksi yang menjadi fokus pemerintah dalam 

mempercepat pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah tanah air ; 

Mewakili Gubernur Kalimantan Utara, turut juga diserahkan santunan BPJS 

Ketenagakerjaan kepada ahli waris Ibu Richul Jannah dan Zulkipli; 

Kegiatan ini menghadirkan 4 Narasumber yaitu Direktur Pengembangan Jasa Konstruksi 

Ditjen Bina Konstruksi Kementrian PUPR, yaitu Bapak Indro Pantja Pramodo, S.T.,M.T, 

kemudian dari LPJK Bidang 1 yaitu Bapak Ir Ludy Eqbal Almuhamadi dan Bapak Galih 

Rakasiwi, S.T dan Ibu Rina Umar, Kepala Kantor BPJS Ketenagakakerjaan Cabang Tarakan; 

Penyampaian materi oleh narasumber yang pertama yaitu Bapak Indro Pantja Pramodo, 

S.T.,M.T, terkait Target Pembangunan Infrastruktur yang masih menjadi salah satu program 

prioritas pembangunan nasional yang merupakan peluang besar sekaligus tantangan bagi 

stakeholder jasa konstruksi, salah satunya adalah besarnya kesempatan bagi para pelaku jasa 

konstruksi untuk turut mendukung pembangunan tersebut. Beliau juga menyampaikan bahwa 

Pemerintah Pusat juga terus berupaya untuk meningkatkan kompetensi pelaku jasa konstruksi, 

seperti mendorong sertifikasi tenaga kerja konstruksi melalui pembentukan LSP, 

pengembangan sistem informasi, tersedianya SKKNI dan Modul, Pemeliharaan dan 

Peningkatan Kompetensi Tenaga Ahli melalui PKB; 

Penyampaian materi oleh  narasumber kedua yaitu Bapak Ir. Ludy Eqbal Almuhamadi 

dan Bapak Galih Rakasiwi terkait Kebijakan Sertifikasi Kompetensi Kerja- Konstruksi 

Regulasi Baru. Dalam paparannya Bapak Ludy menjelaskan dasar hukum keprofesian tenaga 

kerja konstruksi kemudian dilanjutkan mengenai proses uji kompetensi yang dilaksanakan oleh 

LSP yang dibentuk oleh Asosiasi Profesi terakreditasi dan Lembaga pendidikan dan pelatihan 

yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian ditambahkan 



oleh Bapak Galih perihal tantangan jasa konstruksi (perubahan PP 14 dan PP 05) serta langkah 

registrasi akun permohonan SKK melalui PP PUPR. 

Kemudian narasumber terakhir yaitu Ibu Rina Umar dari BPJS Ketenagakerjaan terkait 

perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja di sektor jasa konstruksi. Dalam 

paparannya beliau menyampaikan dan menjelaskan manfaat program JKK, JKM, Simulasi 

Iuran BPJAMSOSTEK, pembayaran klaim, dasar hukum di sektor jakon yang mengacu pada 

Permenaker no. 5 tahun 2021, instruksi presiden nomor tahun 2021, SE PUPR No. 

04/SE/M/2022 dan Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021. 

Kegiatan ini dihadiri oleh 22 peserta dan 29 tamu undangan yang keduanya berasal dari 

Instansi vertikal, perguruan tinggi, perusahaan dan lembaga asosiasi. 

Turut hadir juga Wakil Bupati KTT Bapak Hendrik, S.H.,M.H, Kepala Balai Jasa 

Konstruksi Wilayah V Banjarmasin Bapak Alfet Bahari, S.T.,M.T, Kepala Balai Pelaksana 

Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Prov.Kaltara Bapak Agus Raharyo, S.E.,M.Si. 

Kegiatan ini juga memberikan waktu dan kesempatan kepada para peserta untuk 

melakukan tanya jawab dan diskusi untuk saling bertukar pikiran dan memecahkan masalah 

sehingga  mendapatkan kesepahaman terkait materi materi yang telah disampaikan serta 

mengisi lembar aspirasi; 

Kegiatan ini kemudian ditutup oleh Sekretaris Dinas PUPR PERKIM Prov. Kaltara 

Bapak Dr. Ir. Rahmat ahyullah, S.T.,M.T untuk mewakili Kepala Dinas PUPR PERKIM Prov. 

Kaltara. 

  



BAB III 

PENUTUP 

 

Dengan diselenggarakannya kegiatan Forum Jasa Konstruksi ini diharapkan lebih teratatanya 

kelembagaan jasa konstruksi Kalimantan Utara. Selain itu diharapkan masyarakat jasa konstruksi 

juga siap untuk menguji kompetensi sesuai dengan standar yang ditentukan. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 
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